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TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BIJPATIMUNA

: a' bahwa salah satu. jenis Retribusi Jasa usaha sesuai ketentuan pasal 12T huruf dUndang-undang Nomor 28 Tahun ?bbg lq"Eig-FI;* Daerah dan Retribusi Daerahyang cukup potensial untuk dinungr,rt aoatarr neiribrisi Tempat Khusus parkir;b. bahura Peraturan Daerah XaOupiten'tvtuna ttomor iO f"f.,rn 1g99 tentang RetribusiTerminalsudah tidak sesuaj tasidensan perkembans"nl""ii;i;;;;g;"p"rrl,'jfiili",llemoai;
c' bahwa berdas?rkan pgrtiroingan seblg"i;;;'d6aks!d pada hriruf a dan b, makadipandang perlu membentuk PEiaturan dieian i""tang Retribusi Terminat.

: 1' Undang-undang Nomor 29 Tahun 195g tentang pembentukan Daerah-daerahTinskat ll di su'lawesi (Lembar";_Ngg,"i; R"prilriti;oonesia ith;n 15sg Nomor 7+,Tambahan Lernbaran Negqla nepuqiir rnoonbiia'rv imor 1922);2. Undang-undang Nomor d rir..run' i98l i";iril Eil Undang_undang Hukum AcaraPidana (Lembaran-.N"g3ig 
.Republik rnooneiil'iJr,rn 1981 Nomor-38, TambahanLembaran Negara neplutik tndbnesia Nomoi g o'9\,3. Undans-undang Nomor 14 T;h-un igot't!;#b Laru Lintas Angkutan Jaran(Lembaran Ngg."t" Repubrik rnoonesia i"n-un'j'gdij!#;;4b,";;#iin lemoaran, ,\:g3ll Repubfik tndonesia ruomor S+BOI;4. unclang-undang Nomor 1g Tahun lgiT tentanq pajak Daerah dan Retribusi(Lembaran N9rO.a1a Republik tnoonesia i;h"; idg;"Noror 41, Tambahan Lembaran

" l.|:qig Repubtik tndonesia Nomor 3685);b' undang-undang Nomor 10 Tahun 
?^00a fentang Pembentukan perundang-undangan;6' Undang-undang-Nomor gz rahrun zooa tentanl F"ri"iiirt"nan Daerah ( lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 2004 Nomgl 1rg'rlmlurr"n Lembaran n"g"1- Republiklndonesia Nomor-4437 ) sebagaimana tetah oiu-darr G#;; r?"tiffiffi jZ?g"n undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang P"rbini; KJdr? atas Undang-undang Nomor 32Tahun 2004 tentgng Pemerintar,jn oaEran ( G#;; N"g"r" Republik lndonesia Tahun2008 Nomor5g, Tairbahan Lembaran Negar; Nomordsel;7' Peraturan Pemerintah Nomor z1 raniiirbiri ilntini'Rut"xr"naan Undang-undangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum A."r Cii"nitilro"r"n Negara Repubtik tndonesiaTahun 1981 Nomor6, Tambihan LJmbaran *egrra Auplori* rnooniliJr.ro]i6iszse);8. peraturan pemerintah womoi- ge T"il;- 2biii'pemeiiniarr"n nnt"o pemeiiniah, pemerintah o"JTtil3,",fr?T#'f"r!m:lDaerah Kabuoaten/Kota (l-embrrl NtegarJ nuproiir. lndonesia Tahun 2007 Nomor82, Tam bana n G m ul ra n'N;s ;; F{goL oi, r. r il;',G;' N omor 47 37 ):I' Peraturan Pemerintah ruomiiog rinun iol6'iJninng Tata cara pemberian danPemanfaaran rnsentif pemunqutin 
l_ajqr< D;;;"[';;n"netiiousib;;r;h (LembaranNegara Republik lndonesia rinun zoi0 N-o;;; j19, ramoirran-r_er6iran NegaraRepublik lndonesia Nomor 5161); r rv'

10' Keputusan Menteri Dalam tlederi Nomor 174 Tahun 19g7 tentang Tata caraPemungutan Retribusi Daerah; "
1 1 ' Peraturan Menteri Dalam t'leieri Nomor 1s rahun 2006 tentang Bentuk dan JenisProduk Hukurn Daerah;t' 

[;[1'Htil"y:il!-t' 
Dalam Neseri Nomor 16 tahun 2006 tentans penyusunan produk

13' Peratutin n'renieti. Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerahdan Berita Daerah;
14' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 20og tentang Tata Naskah Dinasdi Lingkungan pemerintah Dairjhr:
15' Peraturan Daerah Kabupaten Mun'a Nomor 22Tahun2eo2tentang penyidik pegawai

Negeri sipir (Lembaran baeran rJriunlooz rvonrii z'zj;



Menetapkan

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA
darr

BUPATI MUNA

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

KErENFffrl! uMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ,Daerah jn!-yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Daerah t<-aOu-paten Muna; 
-

2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah tiaerah Kabupaten Muna;3. Bupatiadalah Bupati Muna;
4' Dewan Penarakilan Rakyat'Daerah yang disingkat DpRD adaiah Dewan perwakilan

Rakyat Daerah Kabupat-en Muna:5' Pejabat adalah,peg^awai yang dideri tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai
^ dengan peraturan peru niJan!_unctanga'n vjnsi o"rr"[u;6' Badan adalah suatu bentlk badin usah"a- yang meliputi perseroan terbatas,perseroan komanditer, perseroan lainnya badair uiarra-niiiik 16;;;" atau Daerahdengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpurah, firma, kongsi,koperasi, yayasan, atau organi'saii y'an!-G;l;, b"iuigi, E"il"pensiun, bentuk

lsq!.a telap serta badan usa-ha larnnya;
7' Retribusi Jasa Usaha adatah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah

Daerah dengan menganut prinsip-prinsip r<6m?Jill k.r"n" pada dasarnya dapat
^ pula disediakan oleh s-ector swasta;
B' Retribusi Terminal.yang.selaniutnyi.dapat disebut retribusi adalah pembayaran ataspelayanan penyediaan-t"qp."i pdrt<ir untuf [enJii""n penumpang dan bis umum,t9,mpa.t kegiatan usaha, fasiiitas'la.innya di ringkunga; teiminat v"ng"d,ririki dan ataudikelola oleh pemerintah Daerah tidali termas"ut< pitiyanan perorangan;9' !/ajib Retribusi adalah orans p-riu"oi ;i;; -6Jdrn 

yang menurut peraturan
Perundano-undangal retribusi olwd;ior<-n ,ntrr r"6rJr<ari peiroiy-arin-ietriousi;

10. Masa Retiibusiauilan J;q";d["'*"itu iuG;i;G;g me-rupakan batas waktu bagi
, . yajib retribusi untuk rnemanfAatkin peraya";;;;;i;i5an rasititj" torrn"r;11. surat Pendaftaran obyek Retribusi D.d;;ah,. y;n(ileran;ut;til-;slat spdoRDadalah s.urat ya.ng digunakan oleh wajib retiid*i-untux iieiJporl"n t'Uur retribusidan wajib retribrlsi sebagai dasar p'erhitungan _dJn, peAbayaran retiibusi yang
.., l:iyl?rlg l?f_rlr peraturai perundan!_tndils;n netriouJi Dae,rah; 

'

1z' Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selJnjutnya disingrii SKnp adalah surat
, " [:,1:jrr_T]?!g m enentuka n besa rnya j ;mtah;dt' Uiri V"ngi"i"t""d ;'- 

-
1J' 5urat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar ram6anan, iing selanjutnyadisingkat SKRDKBT adalah surat keputus"nlrang'menentukan tamdaha-n atas jumlah
_ . rgtribusj yang telah ditetapkan; t r - 's "'-"
14' Surat.Ketetapan Retribudi Daerah Lebih. Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLBadalah surat keputusan yang menentut-n'jumi"n -rur"olnSn 

F;b;y";;;n retribusikarena jumlah retribusi lebiF besar oarrpaoi reitiil;iy;'g-i;;;;;;'atau tidak
. _ seharusnya terutang;
15' Surat Tagihan Retrlbusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untukmelakukan taoihan retribusi atau sanRsi adr;inisi;Jiueiupa nunga a;;1", denda;16' Surat Keputusln xeueritan aoJan i.r1g1_lenutrqql it* keberatan terhadap SKRD ataudokumen lain yang diprersamakan, SKRDKBT dan SKRolii vurlg diajukan oteh wajib rekibusi;17' Pemeriksaan adarah serangkaian tegiai;n-;;ilk-li,e11g;t;-;;gumpurkan danmengelola data dan atau keteranoan laiinya oalim iamngka pengawasan kepatuhanpemenuhan kewajiban Retribuii oaerin - 

oeioisair<in i'erituiJn -'berundang-
. _ undangan Retribusi Daerah;
18' Penyeli.dikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakanyang dilakukan oleh Penvidik e..esayvii Negeri Sipir vjng qelanjutnyJijididrt penyidik,

untuk mencari serta. men6lmpulkJn bukti, vS"g d6"si"n Lukti itu m6*urai terng tindakpidanan di bidang RetribusiDadrah yang teri'aiisJrtJ#r"ilG i;*;Id;;. "
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RETRTBUST

Pasal 2

Dengan nama Retribusi rerminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas perayananpenvediaan temoar parkir untuk refoir"ain ?fl#;=ris ian'oii uil;d'i;;p"t kesiatan
Bl#;l"ilitas hinn'vl oi ttg'rllngln tumtnht yani oiriirr.i dan diketot"'orun pemerintah

Pasal 3

(1) objek Retribusi adalah.pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi :a. penvediaan ternpat'parriir ke;Ja;;;;-G;ffi;; ctan bis umum;b. Penyediaan temiat kegi-tan'usana;
._ 9, Fasilitas lainnya di lingEungan terminal.(2) Tidak terntasuk. o.oiek r;trib;;i ;o!ry'lelayanan peran dan penyediaan fasititasterminar yang ciikerora oreh pftrit iwasta n.."upun p"rrlsanaan daerah.

Pasal 4

subjek Retribusi adalah 
. 
orang ..pribadi atau badan yang menggunakan/menikmatipelavanan fasilitas terminaly"nfuiS*uiaLunli'iJ"rJn'ji"r"t"n oteh pemerintah Daerah.

coLoNGKBJII *,rrg
Pasal 5

Retribusi rerminar digoro'gkan sebagai Retribusi Jasa usaha-

.ARA MENGUKU* t,f8,?iY pENGcuNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktupenggunaan fasilitas terminal.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran daiam penetapan struktur dan besarnya tarif/biayadimaksudkan untuk memperoreh .keuntung"; t;ng rayak d;gil pemberianpelayanan yang seimbang sebagaimana r.6untrnt"n yang pantas diterima olehpengusaha sejenis yang beropeiasi secara efisie-n oan o-eroreni"si-p"0" hargapasar;
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini meliputi biaya prasarana, penyusutan,

operasional dan pemeliharaan.

Pasal I
(1) Tarif Retribusi ditfr?y. kembati paling rama 3 (tiga) tahun sekati;(2) Perrinjauan tarif.Retribusi sebigaimana dimaklud pala ayat (1) dilakukan denganmemperhatikan indeks larga dan perkembangan perekonomian;
(3) Penetapan tarif ,retribusi sEbagaimana dimafsud'padi ayat (z) ditetapkan denganPeraturan Bupati.
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RETRTBUST

Pasal 9

(1) Besarnya retribusi yang terutang..dihitung berdasarkan perkalian antara tingkatpengguna an jasa dengan tarif Retribusi;(2) Tingkat penggunaan Ia:3 s.ebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumtah
penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban'biaya ying ili'pifuf-p"ririntah

,^\ 9""fql', yltu,k penyetengg-araan jasa yang Oersangkuian;(J) Apablla ttngkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukurmaka tingkat penggunaan ja-sa dapat ditat<sir berdasarkad ;rrG v"id oiou"t otehpemerintah daerah;
(4) Rumus sebagaimana dimaksud ayat.(3) harus mencerminkan beban yang dipikul

oleh-pemerintah daerah dalam menyetdnggarakan jasa tersebut; r

(5) Tarif retribusi sebagaimana dimakzud aiit (l) aoiian nilai rupiah atau persentase
,^\ f"19n],1I"ng ditetapkan untuk menghitung bidarnya Retribusi yang teiuting;(6) lanf retnbusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat Oitehtuklan seraj-am atau

bervariasimenurut golongan sesuaidengjan priniip dbn sadaran penetapan tarif-retribusi.

srRUKruR DAN urBtR^Y#o rARrF RETRIBUSI

Pasal 10

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka
waktu pemakaian;

(2)
(3)

Besarnya.tarif ditetapkan b,erdasarkan tarif pasar yang berlaku diwilayah daerah;
Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksrio pioa ayat (1) oiii(zioiteiapr<an
sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN JENIS KENDARAAN/
UKURAN FASILITAS TARIF

Penyediaan Pelataran Parkir
Penumpang dan Bis Umum.

Angkutan Kota/Pedesaan :

- Bus 0 s/d g seat

- Bus Kecil 9 s/d 15 seat

- Bus 16 s/d 25 seat

- Bus Besar 2 26 seat

Angkutan Barang :

- Pick Up
JBB 0 s/d 2.500 Kg

- Truk
JBB 2.500 sid 7.500 Kg
JBB 7.500 Kq keatas

Rp. 2.000 / kali masuk

Rp. 3.000 / kali masuk

Rp. 5.000 / kali masuk

Rp. 7.000 / kali

Rp. 5.000 / kali masuk

Rp. 7.000 I kali masuk
Rp, 10.000 / kali masuk

Kendaraan Roda Dua dan
Kendaraan Lainnya

- Sepeda Motor
- Gerobak / Dokar dan

seienisnva .

Rp. 1.000 / hari
Rp. 1.000 / hari

Pemakaian Ruanq Tidur Rp. 5.000/harilmalam
Pemakaian Tempat Usaha -Ruko4x6m

-Toko3x4m
-Kios3x3m
-Los2x3m

Rp. 300.000/bulan
Rp. 120.000/bulan
Rp. 75.000/bulan
Rp. 50.000/bulan

Pemakaian Fasilitas Lainnya - Pencucian Mobil
- Bengkel Tambal Ban

Rp. 20.000/mobil
Rp. 50.00O/bulan

Pemakaian Fasilitas Lainnya Kamar Mandi/ WC Umum :

- Mandi
- Buang Air Besar
- Buang Air Kecil
Ruang Titipan :

- Titipan Barang/Pakaian /
Paket.

- Titipan Barang Kemasan/
Paket 50 x 50 cm .

Rp. 2.500/kali masuk
Rp. 2.000/kalimasuk
Rp. 1.000/kalimasuk

Rp. 10.000/hari

Rp. 20.000/hari
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Pasal 11

S9ti3n orang a!ay. bacjan,lukum yang memanfaatkan fasilitas terminal wajib mem bayarretrib,usi sesuai Lenis pelayanan 
-dari 

ukuran bangunan yang besarnyi- sruagjirl*dimaksud dalam Pasal 10. 
-

wLAyABf;Fr,lilouro,

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Tempat Pelayanan penyediaan
Fasilitas Terminal diberikan.

MASA RErRtBUst DAN "riii*rtRtBust TERUTANc

Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan dan atau ditetapkan lain
oleh Bupati.

Pasal 14

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

suRAr iSi#tARAN
Pasal 15

(1) Wajib retribusiwajib mengisi SPdORD;
(2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan
.^. 1-engkSp serta ditanda tangani oleh wajib retibusi atau kuasanya;
(3) Bentuk, isi serta ta\a cAra pengisidn dan penyampaian 'SpOORp 

sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

PENETAFift I[r*,uug
Pasal 16

(1).Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal i3 ayat (1) ditetapkan
.^. retribusi.terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yarig di'persamakan;
(2).Apabila berdasarkan h.asil pemeriksaan dan ditemukan data bani dair aiau data yang

semula belum terungkap y-a.!g _m-qlyebabkan penambahan jumlah retribusi yan!
terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;

(3). Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
sebagjlimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimina-Oiniaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengadakan pengendalian
terhadap setiap pemanfaatan linglcungan ferminal;

(2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
setiap tahun.

dan pengawasan

ayat (1) dilakukan
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F;[lY, N G urAN
Pasal 18

(l) lemrgngutan retribusi tidak dapat diborongkan;
(2) Retribusi .dipungut dengan menggunit<an' SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan;
(3) 

P:-f.fl?"l]3,l,vang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat
. .. berupa karcis,l<upon dan kartu langganan;
(4) Penagihan Retribusi terutang sESagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului

dengan Surat Teguran;
(5) Hasil ,pemunqutan,retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara

bruto ke Kas Daerah.

rArA ceffF#ueAyARAN
Pasal 19

(1) Retribusi terutang pembayarannya dilakukan secara tunai/lunas;
(2) Pembayaran Retribusi s6bagaimana dimaksud pada ayat (1)'dilakukan selambat-

lambatnya. 7 (1uju11-131_1q"k diterbitkannya'SKRD- atau' dokumen fain yang
dipersamakan dan SKRDKBT;

(3) fata.cara penyetoran, pengangsuran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB XVI
PEMANFAATAN

Pasal 20

(1) Pemanfaatan dari penerimaan dari penerimaan Retribusi Terminal diutamakan
untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelengg araan
pelayanan yang bersangkutan;

(2) Alokasi. pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Perbaikan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan dilingkungan Terminal;
b. Membiayai penyelenggaraanpengendalian dah pengawasan.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar
dapaf dikenakan sanksi administrasi dengan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari
retribusi yang terutang dengan yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
memggunakan STRD.

Pasal 22

Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan
menggunakan STRD;
Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan Surat
Teguran;
Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan
awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkansetelah 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal jatuh tempo pembayaran;
Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal Surat
Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi
yang terutang;
Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;
Tata Cara dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur
dengan Peraturan Bupati.

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(4)
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BAB XVIII
KEBERATAN

Pasal 23

(1) Wajib Retribusi d*gll"lgajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat
,^, yi?g ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang difersamakan;(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasl l;idonesia dengan disertai alasan-

alasan yang jelas,
(3) Keberatan harus diajukan daram. jgngFq .ya[!u. pating tama 3 (tiga) butan sejak

tanggal. SKRD diterbjtkan, kecuali jlta walin Retribusi-tert;"tul;;"ai'menunlut<(an
. .. FJhryt jangfa_y1ltu itu tidak dapat iipenuh'i karena keadaan dituJi kJkuasaannya;(4) Keadaan diluar kekuasaannya Sebagjaimana oimiksuo pada ayat (3) adarah suatu
,_, keadaan yang terjadi dituar k-ehenoalit<akuasaan wajib ieiriouri-- 

\-/ -

(5) Pengaiuan keberatan tidak menunda kewajibdn membayar Retribusi danpelaksanaan penagihan Retrjbusi.

Pasal 24

('l) Bupati dalam ,jang!(a waktu paft.n.g lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima harus memberi lieputusan aias t<e6eratin Ving oia;uri"n oenga;
menerbitkan Surat Keputusan Keberatbn;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud piOa ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian huk,uq bagi Wajib Retribusi,'bahwa i<eneiaian yang Oia;uftjn harus diberi
keputusan oleh Bupati;

(3) Keputusan Bupati atas keberatan daqat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
. .. ryenolaK atau menambah besarnya Retribusiyang terutang;
(4) Apabila jangka. waktu sebagaimaha dimaksud pa-Oa ayat [iy telah tewat dan Bupatitidak memberi suatu keputusan, keberatan yang'diajukan terieOut Oianggip

dikabulkan.

Pasal 25

(1) Jika. pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditlmbah imbalan nung'a bebesar 2%
(dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan; 

' '- -'.'s-. '

(2) lmbalan bunga sebagaimana -dimaksu{ 'plda ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKROte.

P E N G u RAN GA-BC?Iff * oo* o* oo,u
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

(1) Bupati d.apat memberikan keringanan dan pembebasan retribusi;(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1),.dengan memperhatikan kemampuan wajib retribrisi dapat OiOeiifah k;t"d;
pengusaha kecil untuk mengangsur;

(3) Pembebasan retribttsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain diberikan
kepada wajib retribusiyang ditimpa bencana alam dan t<erusirnan;(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusiditetapkan oleh Bupati.

PENG EM BALIAN'.?iEJil^N PEMBAYARAN

Pasal 27

(1) Atas kelebihan.pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan
qengembalian kepada Bupati;(2) Bupati dalam jangka waktu paljng lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya
permohonan. pemgembalian kelebihan pembayaian retiibusi sebagaimana dimaksud
pada.ayat (1) harus memberikan keputusan;

(3) Apa.bila..jangka waktu sebagaimana Oimat<sud dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
telah dilampaui d"l oupati tidak memberikan suatrj t<epuiusa'n'fermohonan
pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulk'an SXnbLg harus
diterbitkan datam jangka waktu pating tama 1 fjitiil butan;(4) Ap.abila. wajib 

1,e-!ii!u-si mem.puhyai !!gng retiiuuii tainny'a, ketebihan pembayaran
gepqqSimana dimaksud pada ayat (1) iingsung oipertiintiangiin ;ntli metunasi
terlebih dahulu utang retribusi terbebrjt;'



tt

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditakukan datam jangka waltu t;li;g lama-2 (dua) bulan sejak sejak

iliierbitkannYa SKRDLB;
(6) Jika pengemnuinn reG'oir'.n pembayaran Retribusidilakukan setelah lewat 2 (dua)

bulan, Bupati rumO"rif<Jn imbatan-6figa sebesar 2 o/o (dua persen) sebulan atas

keterl'a m b'atan pem bayaran kelebihan retribusi'
(7) Tata cara p"ng"**u"liin pembayt;;;;;ililsisebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan BuPati'

BAB XXI
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi ka.daluwarsa setelah melampaui

ianoka waktu t it,;;j tlnun"ternitung sljak sait terutangrlya Retribusi, kecuali jika

'w;Yi; R;trit'rririLTJ(utiin tinoat pid6na bi uidans Retribusi;

(2) Kadatu"rru p*n"iin""'n"tiinrJi iefigartani climarsud pada ayat (1) tertangguh

jika :'a. 
Diterbitkalr Surat Teguran; atau

b.AdapengakuanutangRetribusidariWajibRetribusibaiklangsungmaupuntidak
langsung'

(3) Dalam hal diterbitkan surat Teguran sebagaimana.dimaksud pada ayat (2) huruf a'

kadaluwarsa penagihan dihitung Ji;k t-.gitat diterimanya Suiat Teguran tersebut;

(4) pengakuan utanf"CegiUugi teEata'IungsJilg seUagaimina dimaksud pada ayat (2)

huruf b adatah r,ffiiin n&iiUusl Oenban ["iii"trnny-a menyalakan,masih mempunyai

;ilg R"t,IbJsi-O"ir Oeium rnelunas-inya kepada Pemerintah Daerah;

(5) pengakuan utang R_etiiOusi. t".tt"-iid4 iihgtung sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf o oapai olr,Litfiri oari penlaj'an"p9gn.o-noit* angsuran atau penundaan

#; ;;;;;5;'p;|'onon" n kebera-tah ole h walio Retribusi'

BAB XXII
PEMBUKUAN DAN PEMERTKSAAN

Pasal 29

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban netriililsi' J-f"t r"n'gka 
-teliksanakan peraluian perundang-undangan

Retribusi;
(2) Wajib Retribusiyang diperiksa wajib :

'-' ;. -'memperlifrafun- din/atau m'eminjamkan buku atau catatan, dokumen yang

menjadi dasarnya dan dokum*""ilt V"ng b"thrbungan dengan Objek Retribusi

yang terutang;
b. memberil(an'k"u.tp"tan untuk memasuki tempat atau ruanggn .y?ng dianggap

oerlu dan memOerifin bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. inemberikan keterangan yang diperlukan'
(3) Ketentuan lebin"ia;U;i ffitig",iai iitJ cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan

Peraturan BuPati.

Pasal 30

(1) Piutanq Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
''' penagihan strdah kidaluwarsa dapat dihapuskan',-
(2) Bupatiryatikota 

' ;;;iilnit. '. K;;;ilt*-- 'Penghapusan Piutans Retribusi

Kabupatentt<ota yang-.rOln [rO"fuwJrsj ieOagaimaia dimaksud pada ayat (1);

(3) Tata cara penghaiusah Retribusiy"ng'trO"hluOiiu*"rta diaturdengan Peraturan Bupati'

BAB XXIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

(1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan .Retribusi Terminal diberikan insentif
'-' t"-b"o"r S X (-tima persen) dari rencana penerimaan; 

.

(2) pemberian insentf';b;g;ffin" Oim"iiuO pada ay'at (1) ditetapkan melaluiAnggaran
' ' 

Pendapatan dan Belanja Daerah;
(3) Tata cara pemberi"n O"ii p"*anfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan peraturan'6up"tiOEtgj" UerpeOoman pada p'-eraturan perundang-undangan'
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BAB XXIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

(1)FejabatPegawaiNegerisipiltertentudilingkunganPemerintahDaerahdiberi
wewenang khusus sebagai Penyidi[ untuf, meTafufan penyidikan tindak pidana di

bidang netriOusibaeianl-ueUaEiaimanj Oimaksud daldm Undang-undang Hukum

Acara Pidana;
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada^ayat (1) adalah-Pejabat Pegawai Negeri sipil
'-' i"rtdni, di firig[ungan- iemeriniah Dderah yang diangkat oleh Pejabat vang

berwenang sesijiOEngan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
(3) W;;;;;;g penvio,r-tipigaimana diriraksud pada avat (1).adalah

a. Menerima, mencari, mengrmputfan dein meneliti keterangan .atau laporan

berkenan o"nJ"nlirioari piiani oi oioang retribusi daerah agar keterangan atau

laporan terseb'ut menjadi lebih lengkap gal jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengu*pu'1f"h keterangan mengenai orang pribadi atau

badan tentanfT<eb*;;; p-oil;t; yang dila[ukan sehubungan dengan tindak

Pidana Retribusi Daerah;
Meminta keterangan-Oln Oafran bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan

OengJn tindak Pidana di bid.ang Retribusi Daerah;
Memeriksa nuru, calatan Oin-ookurnun lain berkenaan dengan tindak pidana di

bidang Retribusi;
e. Melakukan fe-nggetedahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan'

pencatatan ,i"n 
-,]'ot 

rten-dot<umen lain, sdrta melakukan penyitaan terhadap

bahan bukti tersebut;
f. Meminta o"ntrrn tunaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak

Pidana di bidang Retribusi Daerah;
g. lrrtenyJrun berhEnti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

tempat paOa'r""i p"rnuriksaan- iedaig berlangsiun-g. dqn 
-rnemeriksa identitas

orang Oun "iuj 
Ouf']*"n ying dibawa s6bag.aimlna dimaksud pada huruf e;

h. Memotret ruJJoiung vung nJt"r."itan denganlindak Pidana Retribusi;

i. Memanggir orang uitli dO"ngui'lut"ii;ginnya dan diperiksa sebagaitersangka

dan saksi;
j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
k. Metakukan trncjafcah lain yang peiiJ untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana di

bi6t;g ietribusi sesuai dengair.fetentuan Perundang-undangan'.
(4) penyidit senaf,JrJ"i- Oirif,-*O piO" ..pyat (1) memberitahukan dimulainva

penyidikan dan inenyampaikan nasil Fe-nytdikinnyi kepada Penuntut Umum melalui

F;Vidik p"J;b;i Foiiii lGGi? neprlutit<- lndoneiia, sesuai densan ketentuan vans

diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana'

c.

d.

(1)

(2)

BAB XXV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

Wajib Retribusi yang tidak , melaksanakan kewajibannya.. sehingga merugikan

f"J*g"n daerah Ol"i."* pidang.kurungan paling.lama 3 (tiga) b.u.la.n atau pidana

J"ncj"pJring oanya[ Sllig;j-t<ati jumtan- retiibusi-terutang yang tidak atau kurang

dibayar;
Tuntutan Picjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai.{."n9."1't sifatnya

asatah menyangkui-k,;6;li"gan priuio ieieorangf atau'wajib retribusi karena itu

dijadikan tindak pidana pengaduan'
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BAB XXVI
KE ENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan_Daerah i1i, mak3.Peraturan Daerah Kabupaten Muna

Nomor 16 Tahun iggb iunlang Retribusi Terminal dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian dengan
peratu rdn B-upati sepa njan g mengenai aturan pelaksanan nya.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerillahkqn. pengundangan Peraturan

Oieran ini iengiilpenempatann-ya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna'

Ditetapkan di Raha
ffi;T;ssat zt - 6' zott

BUPAII MUNA,At
H. L.M, BAHTDDIN

Diundangkan di Raha
pada tanlg al 2/ - 6 ' zott

SEKRETARIS DAERAH KAB. MUNA

.M
H. LA ORA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2011
NOMOR :$

L,
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA

NOMoR ll rAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur

dan mengurus 
-sendiri- urusln pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

penyeleng-garaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan maksud'di aias dalam rangka mengisi otonomi daerah sebagai wujud

pelalcsanaan undang-undang Nomor 32 Tahun lOAq Tentang Pemerintahan Daerah dan

implementasi Undani-undan! Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

maka dipandang p"it, r"nlgali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dari seKor Perizinan

tertentu.
penerapan penlungutan retribusi pelayanan Terminal diharapkan dapat membiayai sarana dan

prasarana lingkungan teiminal sehingga kualitas pelayanan dapat meningkat'

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas.
Pasal 2 cukuP jelas.
Pasal 3 cukuP jelas.
Pasal 4 cukuP jelas.
Pasal 5 cukuP jelas.
Pasal 6 cukuP jelas.
Pasal 7 cukup jelas.
Pasal 8 cukuP jetas.
Pasal 9 cukup jelas.
Pasal 10 cukuP jelas.
Pasal 11 cukup jelas.
Pasal 12 cukup jelas.
Pasal 13 cukup jelas.
Pasal 14 cukuP jelas.
Pasal 15 cukup jelas.
Pasal 16 cukup jelas.
Pasal 17 cukup jelas.
Pasal 18 cukuP jelas.
Pasal 19 cukup jelas.
Pasal 20 cukup jelas.
Pasal 2lcukup jelas.
Pasal 22 cukup jelas.
Pasal 23,24,25, dan 26 cukuP jelas.

Pasal 27 , 28,29, dan 30 cukuP jelas.

Pasal 31 , 32, dan 33 cukuP jelas.

Pasal 34, dan 35, dan 36 cukuP jelas'

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR: {

L


